
GUBERNUR SUMATERA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR 47 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2015 
TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fleksibilitas BLUD dalam 
rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat perlu dilakukan penyempurnaan terhadap 

Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan 

Layanan Umum Daerah; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai 
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum 

Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, 
Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
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Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843); 

 

  6. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 
 
 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 

  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

 

  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan 
Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum; 
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  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah; 

 

  14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Instansi 
Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum di Lingkungan Departemen 
Kesehatan; 

 

  15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 

  16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Pedoman Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2015 

TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA 
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 

2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan 
Umum Daerah diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 3 

 

(1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa 
pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku 
umum bagi pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 apabila terdapat alasan efisiensi dan/atau 
efektivitas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD. 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan 
untuk pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari: 
a. jasa layanan; 

b. hibah tidak terikat; 
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan 

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah 
 

(3) Dihapus. 
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(4) Untuk pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana APBD dan 

APBN, baik sebagian maupun seluruhnya, tetap mengacu pada 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  2010 beserta perubahannya. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 
 

 

Ditetapkan di  Padang 

pada tanggal   31 Agustus 2016 

 
GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 
 

dtt 

 
IRWAN PRAYITNO 

 
Diundangkan di Padang 

pada tanggal 31 Agustus 2016 
 

PLH. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
dtt 

 

DEVI KURNIA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
TAHUN 2016, NOMOR 47 
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